
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang sudah

dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini,

yaitu adanya pelaku usaha biro perjalanan di NTB pertama disebabkan

belum memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang lengkap

terdokumentasi dan belum mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata

(tour leader). Adapun ditinjau dari perspektif teori kemanfaatan Jeremy

Bentham bahwa pelaku usaha sudah berizin dan pemerintah merasakan

pain, pelaku usaha belum berizin merasakan pleasure, dan wisatawan

merasakan pain serta pleasure.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini,

adapun beberapa saran yaitu:

1. Kepada pelaku usaha biro perjalanan mendaftarkan usaha untuk

memperoleh izin operasional untuk dapat melakukan pendaftaran

melalui sistem OSS

2. Kepada DPMPTSP wilayah kabupaten/kota di NTB untuk dapat

melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemenuhan standar bagi

para pelaku usaha pariwisata khususnya biro perjalanan.
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